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PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 126 ayat (1)

dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu pengaturan

teknis operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Operasional

Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.
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Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS

OPERASIONAL SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan

untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/

Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan

untuk memperoleh Barang/Jasa.

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah

yang bertugas mengembangkan dan merumuskan

kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk

menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek

pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap

kerja yang relevan yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pengadaan Barang/Jasa.

4. Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi Keahlian

Tingkat Dasar adalah seluruh kegiatan yang dilakukan

oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah

memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang Pengadaan Barang/Jasa.

5. Sertifikasi Keahlian Berbasis Kompetensi yang selanjutnya

disebut Sertifikasi Kompetensi adalah seluruh kegiatan

yang dilakukan oleh LKPP secara sistematis dan obyektif

melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Standar Khusus.
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6. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang selanjutnya disebut dengan Sertifikat adalah tanda

bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan

kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

7. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber

Daya Manusia LKPP yang selanjutnya disebut Deputi

Bidang PPSDM adalah unit organisasi di LKPP yang

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan

pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan

Barang/Jasa.

8. Direktorat Sertifikasi Profesi adalah unit organisasi di

bawah Deputi Bidang PPSDM yang mempunyai tugas

menyiapkan rumusan kebijakan dan pedoman serta

pelaksanaan sertifikasi profesi Pengadaan Barang/Jasa.

9. Direktorat Pelatihan Kompetensi adalah unit organisasi di

bawah Deputi Bidang PPSDM yang mempunyai tugas

menyiapkan rumusan pedoman pelatihan kompetensi

pengadaan barang/jasa Pemerintah dan pengelolaan

sumberdaya pembelajaran.

10. Pelaksana Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

Pelaksana Sertifikasi Keahlian adalah LKPP melalui

Direktorat Sertifikasi Profesi.

11. Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut Pelaksana Ujian adalah pihak-pihak yang telah

memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian

Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

12. Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Ujian

adalah proses yang dilaksanakan oleh Pelaksana Ujian

untuk menilai layak atau tidaknya calon Pemegang

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
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13. Pengawas Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut Pengawas LKPP adalah seseorang yang ditugaskan

oleh Direktur Sertifikasi Profesi untuk mengawasi

pelaksanaan ujian sertifikasi.

14. Peserta Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut Peserta Ujian adalah seseorang yang namanya

telah terdaftar dalam data Peserta Ujian dan telah

mendapat nomor Peserta Ujian.

15. Pemegang Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

Pemegang Sertifikat adalah seseorang yang telah lulus

Ujian dan telah mendapatkan Sertifikat Keahlian

Pengadaan Barang/Jasa.

16. Pengawasan Hasil (surveillance) adalah proses untuk

memastikan pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa masih memiliki pengetahuan dan

pemahaman peraturan di bidang Pengadaan Barang/Jasa

dan untuk memelihara mutu Sertifikasi Keahlian Tingkat

Dasar Pengadaan Barang/Jasa.

17. Log Book Pengawasan Hasil (Surveillance) yang selanjutnya

disebut log book adalah buku kerja/catatan kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemegang

Sertifikat.

BAB II

TUJUAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT

DASAR

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar untuk:

a. memastikan sumber daya manusia yang melaksanakan

Pengadaan Barang/Jasa telah mengetahui dan memahami

Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan

Barang/Jasa; dan
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